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ABSTRACT: In the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, Article 33 paragraph (3) reads: "Earth and water
and the natural resources contained therein are controlled by
the State and used for the greatest prosperity of the people”.
The issuance of Law Number 5 of 1960 has resulted in a
fundamental overhaul of agrarian law, in the form of breaking
the old agrarian law and the starting point for the
development of a new national law. The renewal of the
national agrarian law is based on the premise that the old
dualistic agrarian law did not guarantee legal certainty for the
Indonesian people.

ABSTRAK: Dalam Undang-Undang dasar Negara republik
Indonesia tahun 1945 diatur dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi : “
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di
kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 telah terjadi perombakan fundamental pada hukum
agraria, berupa penjebolan hukum agrarian lama dan titik tolak
pembangunan hukum nasional yang baru. Pembaharuan hukum
agrarian nasional didasarkan pada suatu pokok pikiran, bahwa
hukum agrarian lama yang becorak dualistis kurang menjamin
kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.hukum agrarian lama
disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi kolonial sanagt
bertentangan denagn kepentingan rakyat dan Negara yang
sedang melaksanakan pembangunan.
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PENDAHULAN

Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara
memanfatkan tanah. Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan kerumitan yang
tinggi, hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia
akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan
di segala bidang. Di lain pihak secara kuantitas jumlah tanah tidak bertambah luas
(relatif tetap). Oleh karena itu pengelolaan tanah yang tersedia di bidang pertanahan
di tuntut supaya dapat di lakukan secara optimal, secara masing-mising kepentingan
dapat diakomodir secara proposional sebagai pencerminan dari cita-cita
pembangunan nasional di segala bidang.

Dalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam
Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah
terjadi perombakan fundamental pada hukum agraria, berupa penjebolan hukum
agrarian lama dan titik tolak pembangunan hukum nasional yang baru. Pembaharuan
hukum agrarian nasional didasarkan pada suatu pokok pikiran, bahwa hukum agrarian
lama yang becorak dualistis kurang menjamin kepastian hukum bagi rakyat
Indonesia.hukum agrarian lama disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi kolonial
sanagt bertentangan denagn kepentingan rakyat dan Negara yang sedang
melaksanakan pembangunan.

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan suatu persoalan yang rumit dan sensitif,
karena berkaitan dengan aspek kehidupan, baik yang bersifat sosial, ekonomi, budaya,
hukum, dan politik. Tanah sebagai faktor yang sangat penting bagi kehidupan
manusia, memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas atau denga kata lain diperlukan
kepastian hukum bagi tanah agar setiap pemegang hak atas tanah mengetahui secara
pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adanya kepastian hukum, orang lain
dapat mengetahui siapa pemegang hak atas tanah, apa jenis tanah, dan batas-batas
tanah serta hak apa yang melekat di atasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
di maksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh
pemerintah secaraterus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian sertapemeliharaan data fisik
dan data yurisdis,dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah serta hak-hak tertentu
yang membebaninya. Kantor Pertanahan yang merupakan salah satu kantor “public
service” yang bersifat tunggal harus mampu memberikan kepuasan pada masyarakat
dengan tugas utamanya yaitu pelayanan masyarakat di bidang administrasi pertanahan
yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut : pengaturan penguasaan tanah,
penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah,
informasi pertanahan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kegiatan pelayanan pertanahan merupakan
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salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot.
Pendaftran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang
hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah di berikan sertifikat hak atas tanah.
Sertifikat tersebut dapat di jadikan alat bukti yang kuat dalam membuktikan bahwa
pemegang sertifikat adalah pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat.

Permasalahan penatagunaan tanah di Kabupan Rembang ketidak sempurnaan akses
tanah sebagai salah satu sarana yang belum terkelola dengan baik dan alih fungsi lahan
belum berjalan dengan baik. Permasalahan penguasaan tanah adalah dengan
kurangnya proporsionalitas penguasaan dan kepemilikan tanah, pemerintah lebih
memihak kepada penguasa daripada petani dalam hal pengelolaan lahan
pertanian.Lahan yang dikuasai oleh petani kini sangat kecil bila dibandingkan dengan
luas lahan yang dikuasai pengusaha yang tidak memiliki batasan dalam kepemilikan
dan penguasaantanah.Maka dari itu dilakukan reditribusi tanah untuk para petani,
tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai peraturan, pembagian luas tanahnya
ada yang mendapat dibawah batas minimum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih memilih metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang
memandang aspek norma sebagai objek penelitian dengan pendekatan masalah
konseptual perundang-undangan. Mengacu pada sumber hukum yang digunakan
sebagai bahan penelitian yang diklasifikasikan kembali antaranya sumber hukum
primer, sekunder, dan tersier yang diantaranya terdiri dari peraturan perundang-
undangan, buku teratur, dan situssitus internet yang relevan tentunya dengan
permasalahan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Diantara prinsip itu antara lain:

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;

2. pelaksanaan otonomi daerah didasarkan kepada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab;

3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi
yang terbatas;

4. pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;
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5. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan karenanya daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah
administrasi;

6. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun
fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

7. pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah; dan

8. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 juga didorong adanya tuntutan daerah
tertentu yang menginginkan kebebasan di era kebebasan politik dan juga
keinginan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah disintegrasi di beberapa
wilayah Indonesia, menuntut agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat
menyelesaikan segala permasalahan saat itu. Penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah
kabupaten dan kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan
sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Tingkat II. Daerah kabupaten
dan kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan
keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan
aspirasi masyarakat. Daerah propinsi mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom
dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat
yang didelegasikan kepada Gubernur.

B. Kewenangan Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan prinsip otonomi daerah dilaksanakan
seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan
hubungan antar pemerintahan. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar
yang menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang masih menjadi urusan
pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan
bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip untuk menangani urusan
pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan
tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan
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daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama
dari tujuan nasional.

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom
yang diberikan oleh pemerintah pusat (melalui desentralisasi) untuk menjalankan hak,
kewajiban dan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur rumah tangganya sendiri
sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakatnya dan melakukan pembangunan di daerahnya.
Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dengan adanya pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 mengenal adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah
dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya selain urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan  daerah diselenggarakan berdasarkan criteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar
susunan pemerintahan, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pelimpahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten tidak
dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang mengatakan bahwa hak
menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah
swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan
pemerintah. Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa kewenangan bidang
pertanahan sesungguhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang
menyatakan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan tugas
pemerintah pusat. Menurut Boedi Harsono, asas ini sangat penting untuk
mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah
nasional Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPA tersebut diatas telah menimbulkan
perbedaan kewenangan bidang pertanahan baik yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten maupun pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan
kewenangan bidang pertanahan, sedangkan pasa sisi yang lain UUPA menentukan
pelimpahan pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan tersebut kepada daerah
dalam bentuk “medebewind”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksananya
merupakan organ pemerintah pusat yang berada di daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dalam artikel ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa
Kewenangan bidang pertanahan oleh kabupaten perlu memperhatikan kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga dapat ~ berjalan  selaras = untuk
mencapai tujuan bersama. Untuk itu, kabupaten tidak dapat mengabaikan aturan dan
kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dalam bidang pertanahan. Masing-
masing melaksanakan kewenangan yang dimiliki dan adanya koordinasi sehingga
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tanah dapat menjadi sarana mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di
kabupaten tersebut.

SARAN

Setelah di buatnya artikel ini saran dari penulis bahwa Mengenai wewenang dan peran
pemda di bidang pertanahan dalam era otonomi daerah lebih spesifik diatur
berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan izin lokasi, pengadaan tanah,
penyelesaian sengketa, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, dan
perencanaan penggunaan tanah.
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